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TENTT\NG

PERUBAHAN F,A,hI{FIRAN I A'["AS PER,ATURAN BLTPATI BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN }$10 TENTANG PEDOMAT{ PENGELOI,AAN KEUANGAN

DESA TAHUN ANGGAITAN 2O1O

Menimbang '. a.

}ENGAN RAHMAT TUSAN YANG IVIAI{A ESA

BUPATT BATANG HAR[.

b*ahrna sehubungan dengan adanya perubahan alokasi dana desa dalam
Katrupaten Batang Hari ,berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari
Nonlor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang
F{ari Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa ,

balarnra untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Alokasi Dana
[}esa." maka periu merubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2
Tahr,rrr 2010 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun
Anggaran 2()10 ;

bahrn".a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Lampiran I Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2010;

[jnciang-Undang Nomor 12 Tairun 195$ 1.n1ung Pembentukan Daerah
Ctolrom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Noinor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Llndang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pemtrentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat lI Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia lfahun 1965 Nomor 50. Tambahan Lembaran Nesara
lr.epublik Indonesia Nomor 2755);

{Jnejilng-Undang hlomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(i-enrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 43,
I anr'bahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Unrla.ng-{.Jndang fiornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{l-embaran Negara Repubrik lndorresla Tahun 2004 Nomor 5,
'i'ambahan l.embaran Negara Repubiik. Indonesia Nomor a355);
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Penrndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3B9);

5. l,lnclang-Undang Notnor 15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan
Fengelolaan dan Tangguhgjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4400);

6. L-hrdang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Fern'aangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2{}0r-f Nomor 104" Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia
lrromor 4421\-

7. L.lnllang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(-i'anibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
i?.5 Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437),
se-ba.gaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Norrror 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas lJndang-undang
i\ii-rr-r-r(,!r 3? Talrun 2t)04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Iiepubiik Inclonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nc'mor a8a4),

8. T-lndang-Undang Noinor 33 Tahlrn 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan l-embaran
liegara Republik Indonesia Nonror 4438);

9. 
'[-lnctrang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
R*tribr-rsi Daerah iLembaran irjegara Repubiil: Indonesia Tahun 2009
hli>pror 130, Tanrbahan Lemharan Ne,qara Republik lndonesia
.\lornor 5049);

10. Feraturan Perrerintah Nomor 72 Tahtn 2005 tcntang Desa (Lernbaran
Negila Repubiik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lenibaran Negara Republik Indoiresia Nonior 4587)',

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
I(euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norrr l r  a578);

12. Pera.filran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang
Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerair, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan l\4enteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 20A7;

l3.Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Perrttr-rran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
F{ari Tahun l)006 Nomcr,5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2A06
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2006 Nornor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ba.tang l:lari Nomor 9 Tahun 2009 tetang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
llahun Ang5laran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
T'ahr-rn 2009 Nomor 9);
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17. Feraturan llupati Batang Hari Nomor 27 Tahun2AAg &ntang Penjabaran
Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
lahun Anggaran 20i0 (Berita Daerah I(abupaten Batang Hari Tahun
2009lrlomor I27\,

18. Peratr:ran Bupati Batarg Hari Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 201A tentang
Penetapan l(euangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batalg Hari
Tahun 2010 Nomor 13).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I
AiT'AS PER.ATT}RAN EUPATI BATANG IIARI NOI}IOR 2
AAI{UN 2O1O TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEIIANGAF{ DESA TAHUN ANGGARAN 2OIO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pedoman Pen,eeiolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah
Kabuapten Batang Hari Tahun 2010 Nornor 2) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Larnpiran I BAB III Angka 3 hunrf e angka 2 dihapus, sehingga angka 2
berbunyi sebagar beril<ut :

2. Penggantian Suku Cadang :Rp. E86.000,- x 2l\4otor : Rp. 1.772.000,-

Ketentuan Lampira" I BAB ITI Angka 3 huruf e anglca 3 diubah, sehingga berbunyi
sebasai berikut :

3.BBM :Rpr i75.000.-x2Mptorxi2bln :  Rp.4200.000,-

3. Ketentuan BAB ill Angka 3 hunrf e ditambah satu angka, sehingga berbunyi sebagai
herilrr rf

4. Service : Rp. 300 000.- x 2 Motor Rp. 600.000,-

4. Ketentuan Lampiran i BAB ili Angka 4 diubah, sehingga berhunyi sebagai berikui :

4. Biaya Pembanp;unan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 68.106.000,- /desa,
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan dimusyarryarahkan
antara Pemerintair Desa dengan masyarakat dan Badan Permusyaratan Desa (BPD),
biaya pembangr-rnan dapat dilaksanakan dengan partisipasi ,nasyarakat setempat dan
dari dana terseb,-it dipergunakan juga untuk : "

a. Batas Desa Rp. 5 000.000.- / desa / tahun;

b. Alat tulis i<antcr Rp. 2.000.000,- / Cesa I tahun;

c. Perjalanan Dinas Rp. 2.500.000,- / desa / tahun..

d. Pemeiiharaaii Cedung Kantor P.p. 500.000,-,,, desa I tahun;

e. Pemeliharaaii inventa.ris kantor Rp. 500 000,- / desa I tahun;

f. Biaya tamu desa Rp. 500.000,- / desa I tahun; dan

g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Rp. 5.000.000.- / desa / tahun

Pasal I I . . . . . . . . . .
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Pasal Il

Peraturan ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Diundangkan di
Pada Tanggal

SEKRETARIS D TANG HAIII

BERITA DAERAH KABLIPATEN BATANG HARI
TAHTIN 2010 NOMOR :'14 E"$JiIIs ?o10


